PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 38 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJM- D)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 - 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANUL]I TENGAH

. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten

Tapanuli Tengah, dan menindak lanjuti amanat Undang — Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, diperiukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah { RPJM-D) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah .

. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM-

D) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2011, memuat Visi,
Misi, Agenda, Bidang dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah

]

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan hurduf b diatasg periu

. ditetapkan Peraturan Daerah tfentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah ( RPJM-D) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2006 - 2011.

. Undang -~ Undang Nomor 7 Drt Tahun 1856 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten Daiam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

. Undang - Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang — Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Linien, Updang  Momaor 250 Vohon U0 Aentang Gistan
Pereneasan Pembangunan Flosienal (Domboiee Mlegara Repubik
Inclonesa Tahan 2004 Nomor 1040 Taaabahen fombaran Neaara

Fepublt irdenasia NMamaor 442 15,

Undancundang NMomor 32 Tzhen S0 teniang Pomenntaban
Cacrah {1 embaran Megara Repeblik Indencsin Tahun 2004 Nomor
1725, Tambahan Lembaran Negara homer 4437) schagaimana  telah
diupah denaan Undang - Undang Momaor £ Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengant Hindang ~ Undang
Momor 5 Tahan 2000 tentang Perubrhan Uvisne - Undang Nemor
372 Tahvm 7004 tenptang Pemerintah Dasraby Menjadi Undang ~
Hndann £l embaran Negara Republik IndonesTc Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Megara Reprublix Indanasia Nomor 4548);

Undane tadann Nemor 330 Tabun 2004 (erndang Perimbangan
Woriangan antara Pemerintah Pusat dan Daseah flembaran Negara
Rapublit Indonesia Tahun 2004 Memor 128, Tambahan Lembaran
Megara Repahiik Indonesia Momor 440704,

Peraturan Femenntah Nomor 20 Tatun 2004 lontang Rencana Korja
Pamerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Namor
4405);

Peraturan Pemerintah NMomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / lLembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4406},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578.);

. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tehun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahian Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota {L.embaran Negara
Republix indonesia Tahun 2007 Nomoaor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
2009

. Peraturan Menteri Dalam Negeri tomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelotaan Kzuangan Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Transisi
Provins: Sumatera Wara Tahure 2006-2009 {(Lembaran  Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2)
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Seeran Paraetupacn Bersann
DEWAN CTRWAKR AN = 0 AT DAFRRAM MKADUPATEN 7 OAHIL TEMGAH

dan

FUPATI TAPANULL TEMNGAH

MEMUTUSKAN

Menetepkan  : PERATURAN DAERAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA ~ MENENGAH DAERAH - (RPJM-D)  PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2006 - 2011,
BAB |
KETEMTUAN UMUM

Pasal 1.

Calam Peraturan Daersh ini, yvang dimnksud dengan :
1. Daerah adalah Dacrah Kabupalen Tapanuli Tengah.

2. Pemerintah Uaerah adalah Dupati Tapanul Tencah sebagar Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah .

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah.

oA W

Dewan Perwakilan Daerah yang setanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
yang merupakan Lembana Perwakilan Rakyat sebagai Unsur Penvelenggara Pemerintah
Daerah .

[43]

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanoli Tengah

7. Perangkat Daerah adalah Crganisasi / Lembaga pada Pemerinlah Kabupaten Tapanuli
Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri dari atas Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga
Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

8. Camat adalah Camat Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Lurah adalah Lurah Kabupaten Tapanuli Tengah .

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat disingkal RKPD adatah  Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah .

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2006-2011 selanjutnya dapat disebut RPJM — D adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun
2006-2011.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutna dapat disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah .

13. Peraturan Daerah selanjutnya dapat disebut Perda adala Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah
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SAE N
ARAH DAN STRATEGHRIPJM-D
Pasal 2

(1), RPJIM-D merupakan penjabaran Visi | Misi dan Program Bupati Tapanuli Tengah yang
menjadi landasan dan Fadorman  bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan.

(2). RPJM-D sebagain »na dimak=ii! aiyal (13 Pasal ini, menadi pedaman bagi:
a. Badan/Dinas/Kabag/Kartor «alam menyusun Rencana Strategis  Badan/ Dinas/
Kabag/ Kantor:
b. Pemerintah Desa dalam menyusun RPIM Desa dan
c. Pemerintah Daerah dalam menvusin Rencana Kearja Pemarntah Dasrah ( RKPD)

BAB
RUANG LINGKUIP

Pasal 3
RPJIM- DAERAH, TERIDIRI DAR]
BAB | - PENDAHULUAN.
BAB || . GAMBARAN UMUM
BAB Il o VIS DAN MISIH
BAB IV . STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BaAB V . PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB Vi . PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRQ.
BAB VII. - PENUTUPR

Fasal 4,

RPJM — Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Dacrah ini tercantum pada
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal §.
Pelaksaraan lebih lanjut RPJM-Daerah dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman

dalam penyusunan APBD.

BAB IV
HENTENTUAN PEMUTUDP
Pasal 6

Hal = hal yang belum diatur dalarss ©senliran Danrak 0 i iee o A pelaksanana
ak# a diatur lebih lanjut denaan Paratrag Rinat



Pasal 7.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUAN! LUMBANTOBING

BAHARUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 38



